dikan

331

Kota Jambi ,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar Kketerangan Pemohon, saksi- saksi dan bukti

tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya
tertanggal 2 Desember 2010 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Nomor: 160/Pdt.G/2010/PA .Mbl mengemukakan  hal - hal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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a. ANAK |,

b. ANAK Il , lahir

c. ANAK IIIl , lahir 2002;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun- rukun saja selama lebih kurang 15 tahun, namun
setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan antara lain
a. Termohon, kurang mau  memenuhi kewajibannya sebagai

isteri baik hubungan suami isteri maupun  mengurus

kebutuhan makan dan minum Pemohon sehari- hari;

b. Termohon berselingkuh dengan laki- laki bernama XXXXX

mantan  kepala Desa  XXXXX bahkan  sekarang sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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[ |
5. Bahwa ‘ ] di

atas, di depan
sidang Peng A i membay ar
biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,
Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian
berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan
diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai berikut
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan i zin kepada Pemohon PEMOHON  untuk
menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon TERMOHON

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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elah di cocokan dan

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti tertulis
tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi
yaitu
1. SAKSI |, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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an secara adat

dan dan® XXXXX mengakui
perselingkuhan tersebut sehingga kemudian  XXXXX
dikenakan denda adat atas perbuatannya menjalin
hubungan dengan Termohon;

- Bahwa ketika pertengkaran terakhir pada bulan
Agustus tahun 2009 saksi hanya mengetahui ketika
Pemohon akan melaporkan perbuatan XXXXX ke kantor
polisi tetapi Termohon tidak bersedia dan justru
kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai
dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon  dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ohon mempunyai

lain yang bernama
XXXXX bahkan peristiwa tersebut hingga disidangkan
secara adat di Desa dan dihukum secara adat juga;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi
termasuk salah satu pelaksana dalam sidang adat di
XXXXX dan  ketika dalam sidang adat tersebut
Termohon dan XXXXX memang mengakui bahwa keduanya
mempunyai hubungan khusus (perselingkuhan);

- Bahwa setelah kejadian denda secara adat tersebut
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya

berpisah tempat  tinggal hingga sekarang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sengketa
perkawinan yang beragama
Islam, oleh ayat (1) huruf a
Undang- undang Nomor 7 Tahun sebagaimana telah diubah
dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon vyang telah dipanggil dengan
sah dan patut [ resmi dan patut tidak pernah hadir
dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk hadir, maka Termohon harus dinyatakan

tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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bertindak

dengan pengé . - ; ermohon telah

dikaruniai 3 orang

Menimbang, bahwa pada pokoknya™ Pemohon mendalilkan bahwa
antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih tahun 2008
mul ai tidak harmoni s sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan oleh hal- hal yang telah dikemukakan
olen Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon sebagaimana yang
telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa  dengan tidak hadirnya Termohon
dipersidangan tanpa alasan vyang sah, maka dianggap bahwa
Termohon tidak membantah dalil- dalil yang diajukan oleh

Pemohon, namun  tidak serta merta permohonan Pemohon

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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pelawan  hak

ya Termohon

dipersidangan aka dianggap bahwa

Termohon tidak membantah — dalil- dalil yang diajukan oleh
Pemohon dan berdasarkan bukti P, keterangan Pemohon dan dua
orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta jika dihubungkan
satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon
mempunyai hubungan asmara dengan laki- laki lain yang akhirnya
sejak Agustus tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon
sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal yang hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun 4

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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pSizblols _L oedde Mapm
Artinya: Perempuan yang diketahui bersikap  nusyuz,
nasehatil ah mereka (kalau masi h nusyuz)
tinggalkanlah mereka ditempat tidur (kalau masih
juga nusyuz) pukullah mereka, kemudian jika
mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. (An-nisa’:34)

dan Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 227

fromt prle

by Lyoje MU Hlo |

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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perbuatan perbuatan

tersebut  mesk a SWT, namun
apabila tujuan terwujud, maka
mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut
di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan
bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak
melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal

116  huruf (f) Kompil asi Hukum Islam. Oleh  karenanya

permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



Direktori Putusan Mahlaee Aqung Republik Indonesia

dapat dik

perkawi

Undang Na pah  dengan
Undang- Undang No. 50 Tahun
2009 Tentang Perad rkara dibebankan
kepada Pemohon ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang

berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADI LI

1. Menyatakan Termohon vyang telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak
hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menjatuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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fan dalam
rapat permusy@ Maj Agama Muara
Bulian pada pada =4 Januari 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1431 H. oleh kami Dra.
ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan SITI
ALOSH FARCHATY, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota,

dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SRl WAHYUNI, S.HI
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



5. Meterai
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